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Jakarta - Sistem Resi Gudang (SRG) adalah kegiatan yang berkaitan
dengan penerbian, pengaihan, penjaminan, dan penyelesaian lransaks!
resi gudang

Menurut P Kepala Badan Pengawas Perdagangan Beriangka
Komodias (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan, Kasan, fesi qudang

yang dierbitkan oleh pengelola gudang

‘pemblayaan dar bank dengan resi Qudang sebagal agunan, sefta
g

i

SRG, serta menyediakan komoditas dengan mutu yang telah
terstandardisasi

berdasarkan Permendag No. 242023 tentang Perubahan Kedua atas

Barang yang Dapat Dismpan dalam Sistem Resi Gudang

“Komodiasnya adalah gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karel,
rumputlaut, fotan, garam, gambr, teh, kopra, imah, bawang meran,
kan, pala, ayam Karkas beku, Quia kristal puth, kedela, embakau, dan
Kayu mans. Saat ni sedang dalam kajan Untuk Komoitas tapioka dan
mocat* jeas Kasan.

melalui Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang secara umu dapat

PLK

(pembei.

Instrumen SAG dan PLK dapat menjadi skema altemat dalam

e il
ok komodias, di mana pada fase pascapanen SRG dapat
doptimalkan sebagai sarana logistik dan manajemen pasokan. Lal pada
K

SAG.

Untuk i, kedua skema i perfu uniuk dikolaborasikan sehingga mampu

Komoditas. Karena it puia perky dbentuk ekosstem yang

efisen. Insiumen dapal berupa penguatan requiasi, Sarana prasarana
‘serta pemantaatan teknologinformas.

Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komodias (PLK) Kasan
mengatakan Bappebt merupakan salah satu unit Eselon 10
Kementerian Perdagangan.

“Kami memiik gas untuk melaksanakan pemoinaan, pengaturan

Komodi (PEK), Sistem Resi Gudang (SRG) oan Pasar Lelang

Komodtas (PLK). Adapun dasar hukum atas pelaksanaan tugas fungsi

tersebut adaiah UU No. 772014 tentang Perdagangan, UU No. 32/1997
102011

Berjangka Komoditas, UU No. 972006 yang telah diubah menjadi UU No.
92011 lentang Sistem Resi Gudang, dan Perpres No. 75,2022 tentang

Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas,
eles Kasan

Kasan mengatakan banwa berdasarkan UU No. 9/2011 tentang Sistem
Resi Gudang, maka Resi Gudang (Warehouse Receil) adalan

terbitkan ofeh Pengelola Gudang tertntu (yang telah mendapat
persetujuan dari Bappebi)

berbagai kegiatan yang berkaian dengan penerbitan, pengaiinan,
penjarminan, dan penyelesaian lransaksi Resi Gudang.” jar Kasan.

menyebut SRG merupakan salah sat insirumen yang dapat
dimantaatian oleh para petan), kelompok tani gapokian, koperasi tani

Instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat

(Komodias) yang disimpan di qudang

Terkat manfaainya, Kasan menyatakan SRG merupakan nisat
pemenintan (Kementerian Perdagangan daiam hal il Bappent) uniuk

komoditas mesalu konsep penyimpanan barang di gudang. Kehadrannya,
membant tak hanya petani, tapiUga pelaku UMKM dan Koperasi,

pasar). Sebagal nstiumen pembiayaan dengan memantaalkan skema
et program bersubsid unfuk meningkatkan modal
usahalpengembangan usana, " papar Kasan.

ekonomi petani

Bagl pelaku usaha ekspor

agi para pelaku usaha (eksportr).




Pemanfatan SRG untuk Pelaku Usaha Pabrlkan/ndustrl

Sebagai instrumen pengembangan usaha berbasis SRG melalui
kerjasama dengan Pengelola Gudang SRG untuk mendapatkan akses
bahan baku yang terjamin baik kualitas maupun kuantitas (sebagai
offtaker).

Untuk dapat masuk ke dalam daftar komoditas yang dapat disimpan di
gudang SRG harus melalui proses kajian. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui spesifikasi gudang yang dibutuhkan sesuai karakteristik
komoditas serta memahami betul potensi daerah penghasil komoditas
dan potensi ekonomi komoditas tersebut ketika disimpan di gudang SRG.

Di Indonesia SRG sudah mulai berkembang namun telap saja masih ada
tantangan dalam implementasinya. Saat ini nilai resi gudang yang
diterbitkan tercatat Rp. 850,98 miliar dengan nilai pembiayaan sebesar
Rp 526,3 miliar (periode Januari s/d Oktober 2023)

Dalam rangka mendorong implementasi SRG di Indonesia pemerintah
memberikan stimulus berupa pembangunan gudang SRG di 92
kabupaten kota. Saal ini berdasarkan data di Bappebli terdapat 129
gudang SRG aktif yang dikelola oleh pengelola gudang SRG baik yang
bekerja sama dengan pemilik gudang SRG swasta maupun pemeriniah
daerah.

"Berbagai tantangan kami hadapi dalam upaya memaksimalkan
implementasi SRG seperti: pemahaman masyarakat terhadap SRG yang
masih minim; keterbatasan calon pengelola gudang yang kompeten dan
profesional, masih terbatasnya akses pemasaran komoditas dari gudang
SRG, dukungan Pemerintah Daerah yang belum optimal, keferbatasan
lembaga penyalur pembiayaan SRG baik bank maupun non bank,
kesulitas petani dalam memenuhi standar kualitas komoditas yang
dipersyaratkan dalam SRG, serta masih terbatasnya lembaga uji mutu
komoditas di daerah, " jelas Kasan

Kasan juga menjelaskan tentang arti penting Pasar Lelang Komoditas
(PLK). Menurutnya PLK merupakan pasar fisik komoditas yang
terorganisasi bagi pelaku usaha untuk bertransaksi komoditas melalui
sistem Ielang. Instrumen ini dapat digunakan pemerintan dalam menjaga
ketersediaan dan distribusi pasokan komoditas.

PLK disenyelenggarakan oleh Pemerintah Daerah penerima dana
dekonsentrasi dan badan usaha yang sudah mendapatkan izin dari
Bappebti sebagai Penyelenggara PLK. Pelaksanaan PLK di indonesia
berdasarkan pada Perpres No.75/2022 tentang Penataan, Pembinaan,
dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas. Saat ini sedang dalam
proses penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai
turunannya.

"Dengan adanya PLK akan terwujud perdagangan yang fransparan, adil,
akuntabel, dan diharapkan dapat mendorong terwujudnya efisiensi rantai
perdagangan komoditas dan menciptaian insentif dalam perdagangan
bagi seluruh pelaku dalam rantai pasok komoditas, " ungkap Kasan

Sedangkan perkembangan implementasi PLK saat ini penyelenggara
PLK terdiri dari 13 Pemerintah Provinsi penerima dana dekonsentrasi,
yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung,
Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara
Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara dan sebanyak 6 (enam)
penyelenggara swasta

"Nilai transaksi PLK dari Januari s/d Oktober 2023 tercatat sebesar Rp
61,5 miliar melalui 76 (tujuh puluh enam) kali penyelenggaraan. Adapun
transaksi terbesar terjadi untuk komoditas karet bokar, karet, kopra,
pinang, dan beras, " ujar Kasan.

Pemerintah, kata Kasan, telah melakukan upaya untuk mendorong
implementasi PLK di indonesia. Beberapa tantangan dalam pelaksanaan
PLK di indonesia di antaranya:

1. Kurang maksimalnya sarana prasarana dan SDM untuk
penyelenggaraan lelang onling (SPLT);

2. Pengembangan PLK masih bergantung pada Dana Dekonsentrasi
dari pemerintan (Kemendag);

3. Belum optimalnya standarisasi mutu komoditas;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya PLK;

5. Partisipasi peserta lelang yang belum melibatikan banyak penjual dan
pembeli;

6. Pelaksanaan lelang tidak berjalan secara terjadwal dan kontinu.

Dalam menghadapi tatangan tersebut, beberapa langkah yang
diupayakan antara lain penyusunan regulasi turunan dari Perpres
No75/2022 melalui Permendag dan Perba dengan melibatkan K/L terkait;
mendorong peran BUMN, swasta dan asosiasi komoditi untuk menjadi
bagian dari ekosistem PLK (Penyelenggara PLK, Lembaga Kliring &
Penjaminan, Pergudangan/Logistik, Lembaga Penilaian Mutu);
penetapan komaditas yang dapat ditransaksikan di PLK melalui
identifikasi dan kajian potensi komoditas yang melibatkan stakeholders
terkait; transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Lelang
dengan melibatkan banyak penjual maupun banyak pembeli berdasarkan
sistem keanggotaan sehingga dapat menghasilkan harga yang wajar dan
adil; sinergitas kebijakan pengembangan PLK serta pembinaan pelaku
usaha dan komaditas unggulan, dengan KiL terkait dan Pemda.

Kasan mengungkapkan pihaknya juga telah mengintegrasikan SRG
dengan PLK. Tujuannya untuk memudahkan pemasaran barang-barang
yang disimpan di gudang SRG. Sehingga para pemilik barang selain
mendapatkan berbagai manfaat dari penyimpanan komoditas di gudang,
juga memperoleh akses pasarnya.

“Integrasi SRG dan PLK dilakukan melalui sistem informasi di SRG yang
dikelola oleh Pusat Registrasi. Sefiap barang yang disimpan di gudang
SRG dan memperoleh Resi Gudang, akan tercatat dalam Sistem
Informasi Resi Gudang (SIRG). Melalui sistem ini penjualan dapat
dilakukan dengan integrasi SIRG dengan sistem informasi di PLK,
"pungkas Kasan

(Content Promotion/Bappebtl)
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